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BUPATI BARITO TIMUR

PROVIIISI I{ALIMAITTAIT TEISGATI

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
iloMoR 17 TArruN 2o2t

TENTAITG

PERUBAHAII ATAS PERATURAIT BUPA?I BARI?O TIMI'R
NOMOR 13 TAHUN 2O2A TEITTAIIG RENCAilA KER.IA PEMERINTAII DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR TAIIUN 2A2L

Menimbang .4.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5
Pembentukan Kabupaten

Tahun 2AO2 tentang
Katingan, Kabupaten

DENGAN RA}IMAT TTII{AIY YANG MATIA ESA

BUPATI BARITO TIIYIUR,

bahwa untuk penyesuaian dengan perkembangan
keadaan pada tahun berjalan maka berdasarkan
ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2Al7 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembanguna Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 13 Tahun 2O2O tentang
Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun Anggaran 2O2l;

Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a18O);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2871;
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2CIA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Reptrblik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor aa}$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%9;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tarnbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679|;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang NegaralDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738!';

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8l7l;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322|;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2A2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2A-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2O2O tentang
Rencana Kerja Pemerintala Tahun 2A21 (Lernbaran

Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 2O1);

Peraturan Vlenteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2Al7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pernbaagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik indonesia Tahun 2Al7 Nomor l3l2l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2OL9

tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, Nornenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2At9 Nomor Laa7l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 2O2A

tentang Pedoman Penlrusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2A21 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2A Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repr:blik Indonesia Tahun 2O2O Nornor

L78t\;

Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-

3708 Tahun 2A2A tentang Hasil hasii Verifikasi dan
Vaiidasi Pemutakhiran Klasi{ikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16

Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2AA8-

2O2B {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2OO8 Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2O2A Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Timur Nomor 5O);

MEMUTUSI{AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR ITOMOR 13 TAHUN

2A2A TENTANG REIYCANA KER*IA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BARITo TIMUR T*5g[""?-O.31*_._.
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Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 13
Tahun 2O2A tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2l
(Berita Daerah Kabupaten Bupati Barito Timur Nomor 33),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 3 {tiga)
ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat {5} sehingga berbunyi sebagai berikut :

(i)

(21

(3)

{41

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur
disusun dengan sistematika penyusllnan sebagai

Tahun 2A21
bagian tidak

Tahun 2O2O

berikut:

BAB I PENDAHULUAN.
BAB II EVALUASI HASIL TzuWULAN II.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH.
V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.
VI PENUTUP.

BAB
BAB

(s)

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 adalah
sebagai dasar bagr SOPD untuk men5rusurr Perubahan
Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2A2L, berupa
prograrnfkegiatan SOPD danf atau lintas SOPD.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2A21
menjadi pedoman dalam pen5rusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2O2l yang akan disampaikan
kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan
dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Peruba-han APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
antara DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati
Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

{P-APBD) Tahun 2O2I.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2A2l
menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu
disampaikan kepada pemerintah.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur.

Tamiang LayangDitetapkan di
pada tanggal 3 1 2027

BUPATI BARITO TIMUR,

-j.',

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan
pada tanggal

di Tamiang Layang
3r A9u+ruf 202t

SEKRETARIS DAERAH
KAE}UPATEN BARITO TIMUR,

f

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2A2L NOMOR fi


